BAB IV
HAMBATAN-HAMBATAN PENERAPAN ASAS PUBLISITAS DALAM
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN KEPAHIANG.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Pertanahan
Kabupaten Kepahiang melalui wawancara dengan Krisno Kusdibyo, Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Kepahiang yang mengatakan bahwa yang menjadi
penghambat penerapan asas publisitas dalam pelaksanaan pendaftaran tanah untuk
pertama kali yang dilakukan melalui kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik dan
kegiatan pendaftaran tanah sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang,
yaitu :

1. Tidak adanya hak-hak lama atas tanah yang belum terdaftar di Kantor
Pertanahan Kabupaten kepahiang
Dalam tahapan proses pendaftaran tanah untuk pertama kali setelah syarat
administrasi telah dipenuhi, selanjutnya kegiatan dilakukan adalah pengumpulan
dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai objek pendaftaran
tanah yang dilakukan. Untuk itu, alat bukti tertulis, diperlakukan sebagai dasar
yang dapat menentukan hak atas tanah. Dalam kegiatan pengumpulan data yuridis,
diadakan pembedaan pembuktian hak lama dan hak baru. Yang dimaksud dengan
hak-hak baru yang diberikan atau diciptakan sejak mulai berlakunya Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan yang
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dimaksud dengan hak-hak lama adalah hak-hak atas tanah yang berasal dari
konversi hak-hak yang ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Pokok
Agraria dan hak-hak yang belum didaftar menurut Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Di dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
disebutkan bahwa :

“Untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konversi

dari hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti dengan adanya hak

tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan
yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi
dalam Pendaftaran tanah secara sistematik dan oleh Kepala Kantor

Pertanahan dalam Pendaftaran Tanah secara sporadik, dianggap cukup

untuk mendaftar hak pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang

membebaninya”.

Sesuai isi Pasal 24 ayat 1 tersebut, bahwa bukti tertulis seperti : sertipikat
hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agararia Nomor
9 Tahun 1959, surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang,
baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban
untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban
yang disebut didalamnya, akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang
dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang

tanahnya belum dibukukan, dan lain sebagainya. Alat bukti tertulis tersebut

merupakan salah satu syarat yang sangat penting untuk pendaftaran hak-hak atas
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tanah yang berasal dari konversi dari hak-hak lama. Selanjutnya di dalam Pasal 60
ayat 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 disebutkan bahwa :
“Alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah, berupa alat bukti untuk
pendaftaran hak baru dan pendaftaran hak-hak lama sebagaimana
dimaksud masing-masing dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ayat 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997”.
Dengan demikian, alat bukti tertulis yang dimaksud berdasarkan Pasal
24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah Jo Pasal 60 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 merupakan bukti tertulis yang
diperlukan dalam proses pendaftaran tanah hak-hak lama. Untuk hak-hak lama
atas tanah apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan hak
atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, baik yang berupa bukti tertulis
maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian pembuktian hak
dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti
penguasaan fisik yang telah dilakukan pemohon dan pendahulunya selama 20
tahun atau lebih secara berturut-turut, sedangkan untuk alat bukti tertulis

pendaftaran tanah hak baru yang berasal dari tanah Negara diatur dalam Pasal 23

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Baik
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bukti-bukti lama maupun bukti baru yang pada akhirnya bertujuan untuk
penerbitan sertipikat bukti hak atas tanah yang memiliki kekuatan otentik.
2. Tidak ada Peta blok yang menunjukkan tanah-tanah bekas hak-hak lama.

Peta blok adalah Peta wilayah administrasi yang dibatasi oleh detail
buatan manusia dan/atau alam dengan skala tertentu yang memuat semua
Informasi mengenai jenis tanah, batas dan nomor persil dan keterangan lain yang
diperlulkan.®’

Di Kantor Pertanahan peta blok berfungsi untuk menerangkan wilayah-
wilayah rawan sengketa, wilayah-wilayah eks tanah barat dan tanah milik adat,
wilayah-wilayah padat penduduk, dan sebagainya. Dikarenakan tidak adanya peta
blok di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang, hal ini lah yang menyebabkan
sulitnya untuk mengetahui wilayah tanah milik adat dan eks barat untuk dilakukan

penegasan konversi atau pengakuan hak dalam penetapan hak atas tanah.

57 Anonim. http://www.ortax.org/files/lampiran/91PJ6_SE38.htm. Di akses pada hari Sabtu
tanggal 28 Juni 2014 pukul 13.00 WIB
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang dilakukan melalui pengamatan
langsung dan wawancara dengan masyarakat dan pegawai Kantor Pertanahan
Kabupaten Kepahiang, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan asas
publisitas dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan
Kabupaten Kepahiang yang dilakukan melalui sistematik dan sporadik pada
tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 Kepahiang tidak dilakukan, karena
obyek hak atas tanah bidang tanah yang didaftarkan di Kantor Pertanahan
Kabupaten Kepahiang berasal dari tanah Negara dan pendaftaran tanahnya
dilakukan melalui proses pemberian hak. Untuk obyek hak atas bidang tanah
yang berasal dari tanah Negara dan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang
dilakukan melalui proses pemberian hak, penerapan asas publisitas dalam
pelaksanaan pendaftaran tanah yang berkaitan dengan pengumuman tidak perlu
dilakukan sesuai yang diatur PMNA/Ka.BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak
Pengelolaan dalam Pasal 101 ayat (1), (2), (3), dan (4) Jo Pasal 9 Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan.

2. Hambatan-hambatan penerapan asas publisitas dalam pelaksanaan pendaftaran

tanah yang dilakukan melalui kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik dan
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kegiatan pendaftaran tanah sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten
Kepahiang pada tahun 2011 sampai dengan 2013 antara lain : tidak adanya hak-
hak lama atas tanah yang belum terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten
Kepahiang dan tidak tersedianya peta blok di Kantor Pertanahan Kabupaten
Kepahiang yang salah satu kegunaannya untuk menunjukkan wilayah tanah
bekas hak-hak lama yang ada di Kabupaten Kepahiang, dan untuk penerapan
asas publisitas dalam pelaksanaan pemeliharaan data pendaftaran tanah seperti
meminta informasi mengenai suatu bidang tanah tidak ditemukan hambatan,
akan tetapi yang membuat masyarakat atau pihak yang berkepentingan sulit
mendapatkan informasi mengenai sebidang tanah harus seizin Kepala Kantor
Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Wilayah.
B. Saran

1. Agar Kantor Pertanahan Kabupaten melaksanakan penerapan asas publisitas
dalam pelaksanaan pendaftaran tanah tanpa harus obyek pendaftaran tanahnya
berasal dari tanah Negara.

2. Agar Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang untuk menyediakan peta blok,
sehingga dapat mengetahui wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Kepahiang
merupakan rawan sengketa tanah, tanah-tanah eks barat dan eks adat, kemudian
hendaknya penerapan asas publisitas dilakukan untuk memperkecil tingkat
terjadinya sengketa tanah di Kabupaten Kepahiang tanpa harus memenuhi

kriteria penegasan konversi dan pengakuan hak.
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